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Abstrak

Transformasi digital pemerintahan menuntut tersedianya data yang akurat,
mutekhir, terintegrasi, dan dapat dinkses sebagai dasar pengambilan kebijakan
publik. Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) yang diatur dalam Peraturan
Presiden Nomor 39 Tahun 2019 menjadi instrumen penting dalam memperbaiki
tata kelola data pemerintah daerah, termasuk di Kabupaten Lombok Timur.
Namun, dalam implementasinya masih ditemui berbagai permasalahan, seperti
keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antar organisasi
perangkat daerah (OPD), keterbatasan infrastruktur teknologi, serta belum
terintegrasinya aplikasi pengelolaan data.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Satu
Data di Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, mengidentifikasi faktor-faktor
penghambat dan pendukung pelaksanaannya, serta merumuskan solusi untuk
wengaiasi  hambaiau  ieiscbui.  Peucliitan  meuggunakau  uciode  Kuaiiiatil
deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam,
observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian meliputi Sekretariat Satu
Data, Walidata, Pembina Data, produsen data pada OPD, akademisi, media, sektor
swasta, dan masyarakat pengguna data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebiiakan Satu Data di
Kabupaten Lombok Timur telah berjalan namun belum optimal. Pada dimensi
komunikasi, masih ditemukan kendala dalam transmisi dan konsistensi informasi
antar OPD. Dari sisi sumber daya, keterbatasan kompetensi ASN di bidang
statistik dan pengelolaan data serta keterbatasan fasilitas teknologi menjadi
hambatan utama. Pada dimensi disposisi, pelaksana pada umumnya memiliki
komitmen yang baik, namun belum sepenuhnya didukung oleh pemahaman teknis
yang memadai. Sementara itu, pada dimensi struktur birokrasi, ketiadaan Standar
Operasional Prosedur (SOP) yang baku dan fragmentasi kelembagaan
menyebabkan koordinasi dan integrasi data belum berjalan efektif. Faktor
pendukung implementasi meliputi adanya dasar hukum yang jelas, komitmen
pimpinan dacrak, sorta dukungan kelombagaan dari walidata dan pembina data.

Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan implementasi
Kebijakan Satu Data di Kabupaten Lombok Timur sangat ditentukan oleh
penguatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan mekanisme komunikasi dan
koordinasi lintas OPD, pengembangan infrastruktur teknologi, serta penyusunan
SOP vyang terintegrasi. Implikasi penelitian ini menunjukkan pentingnya
penguatan tata kelola data daerah sebagai fondasi dalam mendukung perencanaan
pembangunan berbasis data dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kata kunci: implementasi kebijakan, Satu Data Indonesia, tata kelola data,
pemerintah daerah, Kabupaten Lombok Timur




Abstract

Digital government transformation requires the availability of accurate, up-
to-date, integrated, and accessible data as a foundation for evidence-based public
policy making. The Satu Data Indonesia (SDI) policy, regulated under
Presidential Regulation Number 39 of 2019, serves as a strategic instrument to
improve government data governance, including at the local government level
such as East Lombok Regency. However, its implementation still faces several
challenges, ficluding limited liuiian Fesouice Capaciiy, Wedan ifi€r-Ggeicy
coordination, inadequate technological infrastructure, and fragmented data
management applications.

This study aims to analyze the implementation of the One Data policy in the
Government of East Lombok Regency, identify the supporting and inhibiting
factors affecting its implementation. and formulate solutions to address existing
obstacles. The research employs a descriptive qualitative method, with data
collected through in-depth interviews, observation, and document analysis.
Research informants include the One Data Secretariat, Data Custodians, Data
Supervisors, data-producing regional government agencies, academics, media
representatives, private sector actors, and public data users.

[ he findings indicate that the implementation of the One Data policy in East
Lombok Regency has been initiated but has not yet been fully optimal. In terms of
communication, shortcomings remain in information (ransmission and
consistency among government agencies. Regarding resources, the limited
statistical and data management competencies of civil servants, along with
insufficient technological facilitics, comstitute mgjor comstraints. Fro
disposition ~ dimension, implementers generally ~demonstrate a  positive
commitment; however, this is not fully supported by adequate technical
understanding. Meanwhile, within the bureaucratic structure dimension, the
absence of standardized operating procedures and institutional fragmentation
hinder effective coordination and data integration. Supporting factors include a
clear legal framework, strong commitment from local leadership, and institutional
support from data custodians and supervisors.

The study concludes that the successful implementation of the One Data
policy in East Lombok Regency depends heavily on strengthening human resource
capacity, improving inter-agency communication and coordination mechanisms,
develuping technological infrasiruciure, und esiublishing iniegraicd siandard
operating procedures. The findings underscore the importance of strengthening
local data governance as a foundation for data-driven development planning and
improved public service delivery.
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Kevwords: policv implementation. (One Data Indonesia, data governance, local
government, East Lombok Regency
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